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P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di  xxxxx xxxxxxx,

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx,  Kecamatan  Teweh  Tengah,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat; 

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxx xxxx,  tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  03  Januari  2022

telah  mengajukan  gugatan  Cerai,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  dengan  Nomor  6/Pdt.G/2022/PA.Mtw.,

tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  sesuai  pernikahan,  Tergugat  telah

mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Akta Nikah

Nomor: xxxxxxxx  tanggal 01 Maret 2019;  
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2. Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Penggugat yang beralamat

yakni  di  xxxxx  xxxxxxx,  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx,  Kecamatan  Teweh

Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama

Terakhir;  

3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami  istri  dan dikaruniai  2

(Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

a. ANAK 1, lahir pada tanggal 18 Maret 2014;

b. ANAK 2, lahir pada tanggal 15 Februari 2016;  

4. Bahwa,  sejak  Juli  2020  ketentraman rumah tangga  Penggugat

dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Penggugat  dengan  Tergugat  yang  terus  menerus  yang  sulit  untuk

dirukunkan  lagi  yang  disebabkan  Tergugat  sudah  memeluk  agama  Non

Muslim dan Tergugat ada Mengintimidasi Penggugat untuk mengikuti atau

Memeluk agama yang dianut Oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau

menurutinya;  

5. Bahwa,  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  agustus  2020,  yakni

Penggugat  merasa  tidak  bisa  meneruskan  Hubungan  rumah  tangga

bersama  dengan  Tergugat  dikarenakan  permasalahan  pada  Point  4

tersebut  diatas  dan  akibatnya  Penggugat  memutuskan  ingin  berpisah

dengan Tergugat;  

6. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

masing-masing  pihak  tidak  melanggar  norma hukum dan  norma agama

maka  perceraian  merupakan  alternative  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;  

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;  
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8. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat,

mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughra  Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  biaya  perkara  menurut  hukum  yang

berlaku; 

SUBSIDER

Atau apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan  yang

seadil-adilnya; 

 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya  meskipun  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor  6/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

tertanggal 04 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata

pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat agar

bersabar dan rukun kembali dengan  Tergugat dalam membina rumah tangga,

namun tidak berhasil  dan mediasi  tidak dapat dilaksanakan karena  Tergugat

tidak hadir dipersidangan;

Bahwa  selanjutnya  dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat dalam

persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.

Surat :
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 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  Provinsi  Kalimantan Tengah,

Nomor : xxxxxxxx Tanggal 01 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi Pertama, bernama SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN  BARITO  TIMUR,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah orang tua Penggugat  di  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak; 

 Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  menghadap

persidangan untuk bercerai dengan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai saat ini hubungan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi sejak Juli 2020

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  sering  melakukan  KDRT  kepada

Penggugat; 
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 Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah (melihat/mendengar

sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan Tergugat tersebut; 

 Bahwa sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  Tergugat  dan

Keluarga  Tergugat  memaksa  Penggugat  dan  anak  untuk  masuk

agama non muslim, namun Penggugat tidak mau; 

 Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang

lebih 3 (tiga) kali; 

 Bahwa  pada  saat  bertengkar  Penggugat  memukul  Tergugat

mengunakan tangan; 

 Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan

Tergugat hanya kurang lebih 50 meter; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Agustus 2020 sampai sekarang; 

 Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sudah

kurang lebih 1 tahun 5 bulan; 

 Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  dan

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya; 

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

 Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  saksi,  namun  tidak  berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

 Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat

2. Saksi kedua,  bernama  SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam,

pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN  BARITO  UTARA,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Ibu kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak; 

 Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  menghadap

persidangan untuk bercerai dengan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai saat ini hubungan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

terjadi sejak Juli 2020

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  sering  melakukan  KDRT  kepada

Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah (melihat/mendengar

sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan Tergugat tersebut; 

 Bahwa sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  Tergugat  dan

Keluarga  Tergugat  memaksa  Penggugat  dan  anak  untuk  masuk

agama non muslim, namun Penggugat tidak mau; 

 Bahwa saksi  melihat  Penggugat  dan Tergugat  bertengkar  lebih

dari 3 (tiga) kali; 

 Bahwa  pada  saat  bertengkar  Penggugat  memukul  Tergugat

mengunakan tangan, bahkan sampai Penggugat pingsan; 
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Agustus 2020 sampai sekarang; 

 Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sudah

kurang lebih 1 tahun 5 bulan; 

 Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  dan

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya; 

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

 Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  saksi,  namun  tidak  berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

 Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat

Bahwa,  Penggugat menyatakan  sudah  tidak  mengajukan  sesuatu

apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap

pada gugatannya untuk bercerai dengan  Tergugat serta mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  sengketa  di  bidang

perkawinan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  dengan  demikian

berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  49  Ayat  (2)  Angka  (8)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama

Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  menasehati

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali  dengan  Tergugat,  namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat tidak datang menghadap di  persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah

untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah

dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah,

oleh karenanya Tergugat  harus dinyatakan tidak hadir  dan perkara ini  dapat

dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo adalah  perkara  perceraian  yang

terjadi  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  maka  sebelum  pokok

perkaranya  diperiksa,  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  mengenai

kedudukan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  dapat  bertindak  sebagai  pihak

dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa perceraian  hanya dapat  dilakukan oleh pasangan

suami istri  yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan

dibawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah,  sehingga  satu-satunya  alat
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bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami

istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat

oleh  Pejabat  Pencatat  Nikah,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas

nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil

alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  terbukti  bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  dan  oleh  karenanya Penggugat dan

Tergugat  mempunyai  kasapasitas  secara  hukum  (legal  standing) untuk

bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  sebagaimana  termuat  dalam

duduk perkara;

 Menimbang,  bahwa  dengan  ketidakhadiran  Tergugat  di  persidangan

tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah

semua  dalil  gugatan  Penggugat  dan  oleh  karena  itu  pada  dasarnya  tidak

diperlukan  lagi  pembuktian,  namun  karena  perkara  ini  adalah  perkara

perceraian maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi

dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  dan

Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

bertanda P, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti

tertulis, sebab telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  bukti  surat  tersebut  secara  formil  telah

memenuhi syarat sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang merupakan akta  otentik,  maka harus  dinyatakan terbukti  bahwa

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,

tentang Perkawinan  jo.  Pasal  11  ayat  (3)  dan Pasal  13  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi  Hukum

Islam,  maka secara  materiil  telah  memenuhi  syarat  sebagai  alat  bukti  yang

memliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama  SAKSI 1,

sebagai  Tetangga  Penggugat,  dan  saksi  2  (dua)  Penggugat  yang  bernama

SAKSI 2, sebagai Ibu kandung Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan

sudah disumpah, dan telah memenuhi  ketentuan sebagaimana diatur  dalam

Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi

Penggugat  tersebut  diperoleh  dari  sumber  pengetahuan  yang  jelas  serta

ternyata  secara  substansial  saling  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang

lainnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  308  dan  Pasal  309  Rechtsreglement

Voor  De  Buitengewesten (R.Bg.)  jo.  Pasal  1908  KUHPerdata,  dan  dari

keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa sekurang-kurangnya  sejak  Juli  2020  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan

terus  menerus  yang  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  yang  disebabkan  Tergugat

sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat

dan anak untuk pindah agama menjadi non muslim, sehingga akibatnya pada

bulan Agustus 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah

hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini  menunjukan bahwa rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  ada harapan lagi  untuk rukun.

Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat

materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  surat  dan 2 (dua)  orang saksi,

terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa,  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  pada  tanggal  16  Juni

2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat di Jalan Keladan, xxxxxx, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak Juli 2020 yang disebabkan Tergugat sering melakukan

KDRT kepada  Penggugat  dan  Tergugat  memaksa  Penggugat  dan  anak

untuk  pindah  agama  menjadi  non  muslim,  puncak  pertengkaran  terjadi

pada Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari  rumah

kediaman  bersama  dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah pisah rumah hingga sampai saat ini  selama 1 tahun 5 bulan dan

selama itu tidak pernah rukun kembali;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dengan  Tergugat  merupakan  suami  istri  sah,  di

dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus;

2. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  menyebabkan  pisah

tempat tinggal / tempat tidur dan sudah tidak ada harapan untuk kembali

rukun;

3. Bahwa,  kedua  pihak  telah  diupayakan  untuk  didamaikan  akan  tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak

dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka

Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah

terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoir perkara a

quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis

berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah,

sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri  tidak bisa terlaksana dalam
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rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  tujuan  perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang  tercantum di  dalam  Kitab  Al  Anwar Juz  II

halaman 149,  yang  diambil  sebagai  pendapat  majelis, berbunyi  sebagai

berikut : 

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan,  maka  Hakim  boleh  mendengar  gugatan  dan  memeriksa  bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut“;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab  Ghayatul

Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

   

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya telah memuncak,

maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah

perkawinan  dan  mempertahankan  perkawinan  adalah  mempertahankan

kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  yang  sudah  pecah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka

mempertahankan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  akan

mendatangkan  kemaslahatan  bagi  keduanya,  dan  bahkan  sebaliknya

mendatangkan  mudhorat  bagi  kedua  belah  pihak,  sehingga  rumah  tangga

semacam  itu  perlu  dicarikan  jalan  terbaik  bagi  keduanya  untuk  kepastian

hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

المصالح      جلب على مقدمّ المفاسد درء
Artinya : “Menolak  kerusakan  itu  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemashlahatan”;

Menimbang,  bahwa majelis  hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah

hukum yang terdapat  pada Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  Nomor  534
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K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :  “Bahwa

dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati

ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan

tidak  mungkin  dapat  dipersatukan  lagi,  meskipun  salah  satu  pihak

menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka

pihak  yang  menginginkan  perkawinan  pecah,  akan  berbuat  apa  saja  agar

perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah

hukum  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  273K/AG/1998

tanggal  17 Maret  1999 yang mengandung abstraksi  hukum bahwa “cekcok,

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

tidak  berniat  untuk  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  pihak  lain,

merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo  pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “antara suami

dan istri  terus-menerus terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  dan tidak  ada

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

karena  itu  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan

menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  sesuai

dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Muara  Teweh  pada  hari  Rabu  tanggal  12  Januari  2022 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  9  Jumadil  Akhir  1443 Hijriah oleh  H.  Khoirul

Huda, S.Ag., S.H. M.H., sebagai  Ketua  Majelis,  Ama'  Khisbul  Maulana,

S.H.I.,  M.H., dan Abdurahman Sidik, S.H.I., masing-masing sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum oleh Ketua Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan

didampingi oleh  Kemijan, S.Ag., M.H., sebagai  Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,
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Kemijan, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. ATK Rp. 50.000,00
3. PNBP  Panggilan

Pertama

Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan Rp. 200.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00

6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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